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ABSTRAK
Verrynda Pramaesiwi, 201410115215, Skripsi,“Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen dalam Menyelesaikan Perkara Jual Beli Rumah Blok BV.G 1/38 di Perumahan
Serpong Park Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 8K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Jo. Putusan
Nomor 274/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.TNG)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa tugas dan
kewenangan dalam Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) atas wanprestasi yang
dlakukan oleh Konsumen kepada pelaku usaha tidak sesuai dengan Pasal 45 UUPK. Dan untuk
mengetahui serta menganalisis lebih lanjut terhadap batas waktu pada Putusan BPSK
berdasarkan Pasal 55 UUPK atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku
uaha, Putusan Hakim Mahkamah Agung yaitu, menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi
Linawati Tjahjadi(Konsumen) yang dikarenakan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili permasalahan ini karena permasalahan ini
bukanlah sengketa konsumen melainkan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan
peradilan umum. Untuk meneliti hal tersebut diatas penulis menggunakan metode penelitian
hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada
aturan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data dari
bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa
putusan Mahkamah Agung Nomor 8K/Pdt.Sus-BPSK/2017 yang salah satu amar putusannya
menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu konsumen, karena itu harus
ada pemahaman yang sama dari semua pihak yang berhubungan dengan proses penyelesaian
permasalahan dalam tugas dan kewenangan BPSK agar dapat memberikan sebuaah perlindungan
hukum dan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Wanprestsi, Tugas dan Kewenangan BPSK.

Pembimbing
1.Andang Sari, SH., MH
2.Panti Rahayu, SH., MH., Mkn
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ABSTRACT

Verrynda Pramaesiwi, 201410115215, Thesis.” Authority of Consumer Dispute Settlement
Agency in Completing BG.G | / 38 Block House Sale and Sale in Serpong Park Housing
Tangerang (Case Study of Decision Number 8K / Pdt.Sus-BPSK /2017 Jo. Decision Number 274
/ Pdt.Sus-BPSK /2016 / PN.TNG) ".

This study aims to know and analyze that the duties and authorities in the Consumer

Dispute Settlement Agency (BPSK) for the wanprestasi imposed by the Consumer to the business
actor is not in accordance with Article 45 UUPK. And to know and further analyze the deadline
of Decision of BPSK based on Article 55 UUPK for the default done by the consumer to uaha
perpetrator, the Supreme Court Judge's decision is to reject the appeal request from Applicant
Linawati Tjahjadi (Consumer) because the decision of Settlement Board Consumer Dispute
(BPSK) is not authorized to adjudicate this issue because this issue is not a consumer dispute but
a civil dispute which is the jurisdiction of the general court.
To examine the above the authors use normative legal research methods and use the approach of
legislation with reference to the rule of law in force. The type of data used is secondary data.
Source of data from primary, secondary, and tertiary law materials. Based on the results of the
study, it was found that Supreme Court Decision Number 8K / Pdt.Sus-BPSK / 2017 which one of
the decisions declared refused the appeal of the cassation applicant ie the consumer, the same
understanding of all parties related to the problem resolution process in the duties and authority
of BPSK in order to provide a legal protection and justice for the parties.

Keyword: Default, Task and Authority of BPSK.

Counselor:
1. Andang Sari, SH., MH
2. Panti Rahayu, SH., MH
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MOTTO

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak
pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita
jatuh.”

(Confusius)
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